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ABSTRAK: Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan terkait pengelolaan minyak 

dan gas bumi sebagai sektor peningkatan perekonomian nasional dan dampak aktifitas 

pertambangan minyak dan gas bumi terhadap lingkungan dalam konteks pembanguna 

berkelanjutan, Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus 

penelitian ini adalah hukum tertulis dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-

Undangan sebagai pedoman dalam keterkaitan antara produk perundang-undangan 

berdasarkan susunannya. Juga dengan melihat berbagai macam literartur yang ada terkait 

materi muatan, menelaah pasal demi pasal. UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 

Gas Bumi perlu untuk menyesuaikan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena aktivitas pertambangan migas 

sangat bersingungan langsung dengan lingkungan hidup, oleh karena itu dalam konteks 

pembanguna berkelanjutan pengelolaan pertambangan migas diharapkan dalam 

meningkatkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar 

kedepannya konsep yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dapat 

terimplementasikan terhadap peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan. 

 

KATA KUNCI: Minyak dan Gas Bumi, Perekonomian, Kelestarian Lingkungan 

 

ABSTRACT: The aim of the research is to find out the regulations related to oil and gas 

management as an improvement in the national economic sector and the impact of oil 

and gas mining activities on the environment in the context of sustainable development. 

This research method is normative legal research with the focus of this research being 

written law based on regulations. Legislation as a guideline in the relationship between 

products of statutory regulations based on their composition. Also by looking at the 

various kinds of existing literacy related to content material, reviewing article by article. 

Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas needs to be adjusted to Law No. 32 of 2009 

concerning Environmental Protection and Management because oil and gas mining 

activities are in direct contact with the environment, therefore in the context of 

sustainable development oil and gas mining management is expected to improve the 
national economy while maintaining environmental sustainability so that in the future the 

concepts contained in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

can be implemented towards improving the economy that is environmentally sound. 
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PENDAHULUAN  

 

Indonesia merupakan negara yang 

memiliki potensi sumber daya alam yang 

sangat memadai, dengan potensi sumber 

daya alam yang dimiliki diharapkan dapat 

memberikan peningkatan perekonomian 

melalui pengelolaan dapat 

dimaksimalkan pada nilai manfaat 

terhadap kemakmuran rakyat. Salah satu 

cara dalam meningkatkan perekonomian 

Indonesia yaitu melalui pertambangan 

migas. 

Apabila mencermati konsep dasar 

keterkaitan pertambangan dalam 

peningkatan perekonomian negara 

rumusan tersebut terletak pada Pasal 33 

UUD NRI 1945; 

1) Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan 

2) Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. 

3) Bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

4) Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional 

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. 

Rumusan tersebut mengambarkan 

konsep dasar peran negara dalam 

menguasai cabang-cabang produksi yang 

dimiliki untuk dikelola semaksimal 

mungkin terhadap kemakmuran rakyat 

pada bidang perekonomian berdasarkan 

prinsip ekonomi nasional yang dibangun 

secara berkelanjutan dan bersama-sama. 

Namun terdapat sebuah 

permasalahan apabila peningkatan 

perekonomian melalui petambangan 

migas terus ditekan sehingga 

menghasilkan hasil produksi yang begitu 

tinggi tanpa memperhatikan dampak 

yang terjadi terhadap lingkungan hidup 

maka akan menyebabkan 

ketidakseimbangan terhadap peningkatan 

perekonomian nasional dan pelestarian 

lingkungan. 

Salah satu aktifitas pertambangan 

yang bersentuhan langsung terhadap 

lingkungan hidup yaitu pertambangan 

migas bahwasannya adanya aktifitas 

pertambangan migas sangat berpotensi 

terkait dengan kerusakan lingkungan. 

Hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sudah diakomodir dalam 

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 sebagai 

bagian dari hak asasi manusia, yang 

menyatakan;”setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan bathin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan…” 

Selanjutnya juga dinyatakan pada Pasal 9 

ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 

bahwa; “setiap Orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan 

sehat”.(Syofiarti, 2022) 

Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 

terdapat frasa bahwa peningkatan 

perekonomian dalam pembangunan 

berkelanjutan harus berkeselaran dengan 

lingkungan hidup. Penigkatan 

perekonomian nasional dan kelestarian 

lingkungan hidup adalah dua aspek yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara. 

Lahirnya UU No 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai 

dasar operasional dalam pengelolaan 

minyak dan gas bumi yang hasil dari 

adanya produksi migas dapat bermanfaat 
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dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Selain itu juga UU No 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai 

pengejawantahan terhadap perlindungan 

lingkungan hidup yang menjadi hal vital 

dalam keberlangsungan hidup manusia. 

Apabila melihat efektifitas dari 

pelaksanaan dari aktifitas pertambangan 

migas selama ini hanya berorientasi pada 

peningkatan perekonomian semata, pada 

hal apabila membaca dasar menimbang 

dari UU No 32 Tahun 2009 huruf b; 

bahwa pembangunan ekonomi nasional 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan 

berdasarkan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan; 

Oleh karena itu segala aktifitas 

pertambangan khususnya migas harus 

memperhatikan secara saksama dampak 

lingkungan yang ditimbulkan, sehingga 

peraturan perundang-undangan yang 

dilahirkan harus dapat mengakomodir 

antara peningkatan perekonomian 

melalui sektor pertambangan juga harus 

berwawasan lingkungan karena pada 

dasarnya lingkungan merupakan hal yang 

vital dan perlu dilestarikan secara 

berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif dengan fokus 

penelitian ini adalah hukum tertulis 

dengan berlandaskan pada Peraturan 

Perundang-Undangan sebagai pedoman 

dalam keterkaitan antara produk 

perundang-undangan berdasarkan 

susunannya. Juga dengan melihat 

berbagai macam literartur yang ada 

terkait materi muatan, menelaah pasal 

demi pasal.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan 

Gas Bumi  

 

Secara pengertian berdasarkan 

Pasal 1 ayat 1 UU No 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa 

yang dimaksud dengan migas ialah; 

Minyak Bumi adalah hasil proses alami 

berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tekanan dan temperatur atmosfer berupa 

fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin 

mineral atau ozokerit, dan bitumen yang 

diperoleh dari proses penambangan, 

tetapi tidak termasuk batubara atau 

endapan hidrokarbon lain yang 

berbentuk padat yang diperoleh dari 

kegiatan yang tidak berkaitan dengan 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

Pasal 1 ayat 6 UU No 22 Tahun 

2001 Survei Umum adalah kegiatan 

lapangan yang meliputi pengumpulan, 

analisis, dan penyajian data yang 

berhubungan dengan informasi kondisi 

geologi untuk memperkirakan letak dan 

potensi sumber daya Minyak dan Gas 

Bumi di luar Wilayah Kerja; 

Kegiatan usaha pertambangan 

migas berdasarkan UU No 22 Tahun 

2001 terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan 

usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usaha Eksplorasi dan 

Eksploitasi; 

2. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan 

usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, 

dan/atau Niaga; 

Diselenggarakannya aktivitas 

pengelolaan minyak dan gas bumi 

bertujuan untuk kesejahteraan rakyat 

sebagai penopang yang berasaskan pada 

ekonomi rakyat sebagaimana terdapat 

pada Pasal 2 UU No 22 2001 yaitu; 

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi yang diatur dalam 
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Undang-undang ini berasaskan ekonomi 

kerakyatan, keterpaduan, manfaat, 

keadilan, keseimbangan, pemerataan, 

kemakmuran bersama dan kesejahteraan 

rakyat banyak, keamanan, keselamatan, 

dan kepastian hukum serta berwawasan 

lingkungan. 

Produksi minyak dan gas bumi 

merupakan sumber daya alam yang 

masuk pada kategori sumber daya alam 

yang tidak terbarukan, ketersediaan 

cadangan sumber daya alam minyak dan 

gas bumi perlu untuk diperhatikan agar 

ketersediaan minyak dan gas bumi untuk 

dikemudian hari masih dapat tercukupi 

untuk memenuhi kebutuhan massyarakat. 

Sehingga diperlukan sebuah 

regulasi terkait dengan pengelolaan 

pertambangan minyak dan gas bumi yang 

berbasis pada keseimbangan produksi 

migas serta memperhatikan aspek-aspek 

yang terdampak dari adanya aktivitas 

pengelolaan minyak dan gas bumi. 

Adanya aktifitas pertambangan 

migas merupakan tindak lanjut yang 

bermuara pada peningkatan 

perekonomian yang mana diketahui 

bahwasannya dari adanya pertambangan 

migas menjadi salah satu sektor yang 

memberikan penigkatan terhadap 

pendapatan negara. artinya bahwa 

aktifitas pertambangan migas dapat juga 

memberikan dampak positif terhdap 

pemecahan masalah pengangguran 

dengan adanya pertambangan migas 

diharapkan dapat memperluas lapangan 

pekerjaan. 

UU 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak Dan Gas Bumi diharapkan 

menjadi instrument hukum dalam 

pengelolaan minyak dan gas bumi yang 

dapat memberikan asas manfaat terhadap 

hasil produksi minyak dan gas bumi yang 

digunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Penyelenggaraan pertambangan 

oleh pemegang IPR, IUP dan IUPK 

membutuhkan pembinaan dan 

pengawasan oleh pemerintah maupun 

pemerintah daerah yang telah 

mengeluarkan izin. Pembinaan dan 

pengawasan penting dilakukan agar 

kegiatan pertambangan berjalan sesuai 

dengan kaidah-kaidah pertambangan 

yang baik dan tidak merusak lingkungan. 

Kemudian terhadap masyarakat yang 

berpotensi terkena dampak langsung 

maupun langsung akibat kegiatan 

pertambangan harus diberikan 

perlindungan, seperti pemberian ganti 

kerugian atau hak melakukan class action 

ke pengadilan.(Haryadi, 2018) 

Sebagai negara yang dianugerahi 

dengan limpahan kekayaan sumber daya 

alam yang terbentang dari ujung barat 

sampai timur, pemerintah 

memperioritaskan kekayaan tersebut 

sebagai sumber untuk meningkatkan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

salah satunya dengan menitik beratkan 

pada sektor minyak dan gas bumi. Dalam 

hal ini minyak dan gas bumi memiliki 

peran sebagai (Sutedi, 2011);  

1. Sumber energi. 

2. Sumber penerimaan negara dan devisa 

3. Bahan baku industry nasional, 

4. Wahana ahli teknologi, 

5. Pendukung pengembangan wilayah, 

6. Menciptakan lapangan kerja; dan 

7. Pendorong pertumbuhan sektor non 

migas. 

Apabila mengukur keberhasilan 

terhadap implementasi pelaksanaan UU 

22 Tahun 2001 terhadap perekonomian 

nasional sangat memberikan peningkatan 

dalam sektor ekonomi, namun untuk 

mengukur konteks perekonomian 

nasional yang dimaksudkan oleh Pasal 33 

UUD NRI 1945 dalam pembanguna 

berkelanjutan peningkatan perekonimoan 

sebisa mungkin untuk berkeselarasan 

dengan kelestarian lingkungan hidup. 

Konstitusi menjadi barometer 

kehidupan bernegara dan berbangsa yang 

sarat dengan bukti sejarah perjuangan 

para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar 
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yang digariskan oleh the founding father, 

serta memberikan arahan kepada generasi 

penerus bangsa dalam mengemudikan 

suatu negara.(Tahib et al., 2004) 

Sesuatu yang dianggap 

mempunyai nilai-nilai manfaat bagi 

massyarakat, maka hal itu akan dipakai 

sebagai landasan bagi anggota 

massyarakat untuk mencapai atau 

melakukan sesuatu dan sebagai pedoman 

untuk tidak melakukan sesuatu yang 

merugikan massyarakat. Nilai-nilai yang 

berasal dari pola-pola keyakinan dan 

aspirasi massyarakat itu akan 

menentukan penggunaan sumber-sumber 

(manusia, energi, uang, alam, dan 

sebagiannya) dalam suatu sistem sosial. 

(Islamy, 1994) 

Sehingga keberhasilan konsep 

kemakmuran rakyat bukan hanya diukur 

dari peningkatan perekonomian tetapi 

juga kemakmuran terhadap lingkungan 

hidup yang sehat sebagaimana 

sebagaimana Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 

1945 Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

 

Keselarasan Pengelolaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Terhadap Lingkungan 

 

Namun perlu disadari aktifitas 

pertambangan migas selain membawa 

dampak positif juga membawa dampak 

negatif terhadap lingkungan hidup, 

peningkatan perekonomian melalui 

sektor pertambangan migas akan 

berhadapan dengan pelestarian 

lingkungan serta keseimbangan ekologi 

lingkungan yang juga memiliki 

kebermanfaatan bagi hajat hidup orang 

banyak. 

Upaya perbaikan dan pemulihan 

terhadap lingkungan hidup, kalah cepat 

dibandingkan laju kerusakan dan 

pencemaran yang terjadi. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa, isu lingkungan 

belum berada dalam sentral 

pembangunan Indonesia. Penyebab 

utamanya karena pada tingkat 

pengambilan keputusan di pusat dan 

daerah sering mengabaikan kepentingan 

pelestarian lingku-ngan.  Akibat yang 

timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan 

udara.  Pertanyaannya, apakah ada peran 

manusia Indonesia sebagai penggerak 

pembangunan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya bencana 

lingkungan tersebut, karena   dengan   

alasan atas   nama ''pembangunan'' dan 

perdagangan bebas, pemerintah dan 

perusahaanatau korporasi nasional 

maupun transnasional secara terus 

menerus  mengeksploitasi  lingkungan  

hidup dan  sumber  daya  alam  (tanah,  

air,  hutan, mineral). Sehingga, 

menyebabkan kerusakan pada ekosistem 

yang pada gilirannya akan terjadi ekosida 

atau pembunuhan ekosistem.Yang lebih 

mengkhawatirkan, pembunuhan 

ekosistem   ini bersifat final dalam artian 

lingkungan rusak permanen,  sudah  tidak  

dimungkinkan    diperbarui dan 

terpulihkan kembali.(S, 2018) 

Salah satu kasus yang terjadi 

terhadap pencemaran lingkungan yang 

disebabkan oleh aktifitas pertambangan 

migas di daerah aceh, Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh 

menyebutkan sejumlah warga di Aceh 

Timur menjadi korban akibat pencemaran 

limbah udara. Limbah itu diduga dari 

tambang perusahaan minyak dan gas 

yang beroperasi di daerah 

tersebut.(Setyadi, 2023) 

Pasal 28H UUD NRI 1945 ayat 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
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dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan Kesehatan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No 32 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pembangunan 

berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

terencana yang memadukan aspek 

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 

dalam strategi pembangunan untuk 

menjamin keutuhan lingkungan hidup 

serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 

masa kini dan generasi masa depan. 

Tujuan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan Pasal 3 UU No 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan; 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. menjamin keselamatan, kesehatan, 

dan kehidupan manusia; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan 

makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem 

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan 

hidup 

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan lingkungan hidup 

f. menjamin terpenuhinya keadilan 

generasi masa kini dan generasi masa 

depan 

g. menjamin pemenuhan dan 

perlindungan hak atas lingkungan 

hidup sebagai bagian dari hak asasi 

manusia; 

h. mengendalikan pemanfaatan sumber 

daya alam secara bijaksana 

i. mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan; dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global 

Bahwasannya segala aktifitas 

pertambangan khususnya pertambangan 

minyak dan gas bumi sangat rentan 

mempengaruhi keseimbangan ekosistem 

lingkungan hidup oleh karena itu sangat 

dibutuhkan penyesuaian regulasi terkait 

dengan aktifitas pertambangan minyak 

dan gas bumi yang berwawasan 

lingkungan. Bentuk pengawasan terhadap 

aktifitas pertambangan minyak dan gas 

bumi sangat diperlukan untuk 

menstabilkan produksi minyak dan gas 

bumi yang berorientasi mendukung 

pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

menyesuaikan dengan kondisi 

lingkungan hidup. 

Sebagaimana bunyi dari Pasal 40 

UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak 

dan Gas Bumi;  

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap menjamin standar dan mutu 

yang berlaku sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta 

menerapkan kaidah keteknikan yang 

baik. 

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap menjamin keselamatan dan 

kesehatan kerja serta pengelolaan 

lingkungan hidup dan menaati 

ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dalam 

kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi. 

(3) Pengelolaan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) berupa kewajiban untuk 

melakukan pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran serta 

pemulihan atas terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup, termasuk 

kewajiban pascaoperasi 

pertambangan. 

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap yang melaksanakan kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 harus mengutamakan pemanfaatan 

tenaga kerja setempat, barang, jasa, 

serta kemampuan rekayasa dan 

rancang bangun dalam negeri secara 

transparan dan bersaing. 

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap yang melaksanakan kegiatan 
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usaha Minyak dan Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ikut bertanggung jawab dalam 

mengembangkan lingkungan dan 

masyarakat setempat. 

(6) Ketentuan mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja serta 

pengelolaan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Sesuai dengan ketentuan pada Bab 

XIV tentang Perekonomian Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, atau biasa 

disingkat dengan UUD RI Tahun 1945, 

yang menyatakan bahwa bumi dan air 

serta kekayaan yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-untuk 

kemakmuran rakyat. Dalam hal ini bahwa 

kekayaan alam yang terkandung di dalam 

Tanah Air Indonesia   dikuasai oleh   

negara   untuk kemakmuran rakyat. Hak 

penguasaan negara berisi wewenang 

untuk mengatur, mengurus, dan 

mengawasi pengelolaan atau 

pengusahaan bahan galian, serta berisi 

kewajiban untuk mempergunakannya 

sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.(Subagja, 2019) 

Fungsi pengawasan oleh negara 

(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh 

negara c.q. pemerintah dalam rangka 

mengawasi dan mengendalikan agar 

pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 

cabang produksi yang penting atau yang 

menguasai hajat hidup orang banyak 

dimaksud benar-benar dilakukan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.(Listiyani, 2017) 

Pasal 33 UUD NRI 1945 ayat 4 

Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional. 

Bilamana timbul sesuatu yang 

terwujud interaksi, katakanlah dalam 

rangka pembangunan, maka interaksi 

yang demikian tidak akan mencapai 

sasarannya, kalau ternyata proses 

interaksi itu tidak terpadu. Jadi semua 

kepentingan harus terintegrasi dalam 

pertimbangan untuk kelengkapan 

pengambilan keputusan yang baik. Hal 

yang sama juga tidak luput dari persoalan 

lingkungan.(SIAHAAN, 2004) 

Keberadaan fungsi pengawasan 

negara dalam peningkatan perekonomian 

nasional juga sebagai perlindungan 

terhadap lingkungan yang diintegrasi 

sebagai pembangunan yang 

berkelanjutan diharapkan berjalan secara 

harmonis terkait dengan peningkatan 

perekonomian yang berwawasan 

lingkungan. 

Oleh karena itu negara, pemerintah 

dan seluruh pemangku kepentingan 

berkewajiban untuk melakukan 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembanguna berkelanjutan agar 

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 

menjadi sumber dan penunjang hidup 

bagi rakyat Indonesia serta mahkluk 

hidup lain. Pengertian pelestarian 

mengandung makna tercapainnya 

kemampuan lingkungan yang serasi dan 

seimbang dan peningkatan kemampuan 

tersebut.(Jajuli, 2015) 

Pengawasan Migas pada 

dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan 

penyelewengan atau penyimpangan atas 

tujuan Pengelolaan Migas yang akan 

dicapai, yaitu untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Melalui 

mekanisme pengawasan, diharapkan 

dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan dalam Pasal 33 

Undang- Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia 1945 secara efektif 

dan efisien. Melalui pengawasan juga 

tercipta suatu aktivitas yang berkaitan 

erat dengan penentuan atau evaluasi 

mengenai pelaksanaan tata kelola 

Migas yang sudah 

dilaksanakan.(Rahma et al., 2021) 

Dengan adanya pengawasan yang 

secara optimal dari aktifitas pengelolaan 

migas dari berbagai tahapan hingga 

berproduksi diharapkan sebisa mungkin 

untuk memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup karena apabila 

penekanan produksi migas yang secara 

terus menerus tidak terkontrol akan 

meyebabkan kerusakan lingkungan dan 

sangat membahayakan terhadap 

ekosistem alam. 

 

Amanat konstitusi melalui Pasal 

33 UUD NRI 1945 menjadi pedoman 

dasar secara konsep dan konteks untuk 

dijabarkan melalui peraturan 

perundang-undangan sebagai penguatan 

untuk memperkokoh bangunan 

konstitusional terhadap kemakmuran 

rakyat. Bahwa menurut penulis 

kemakmuran rakyat bukan hanya dilihat 

dari sektor ekonomi saja tetapi 

terkandungan makna kemakmuran 

rakyat terhadap lingkungan yang sehat. 

 

Sehingga regulasi yang telah 

dilahirkan sebagai harapan untuk 

menyeimbangkan peningkatan 

perekonomian dan kelestarian 

lingkungan yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi 

dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup agar kedepannya 

terwujudnya pengelolaan minyak dan 

gas bumi dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang secara harmonis dapat saling 

berkolaborasi dalam pembangunan yang 

berkelanjutan. 

PENUTUP 

 

UU No 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi perlu untuk 

menyesuaikan dengan UU No 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup karena 

aktivitas pertambangan migas sangat 

bersingungan langsung dengan 

lingkungan hidup, oleh karena itu dalam 

konteks pembanguna berkelanjutan 

pengelolaan pertambangan migas 

diharapkan dalam meningkatkan 

perekonomian nasional dengan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan agar 

kedepannya konsep yang terkandung 

dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dapat 

terimplementasikan terhadap 

peningkatan perekonomian yang 

berwawasan lingkungan. 
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